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WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALAN GKA RAYA

NOMOR 4&. TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BEREN CANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang :

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya;

bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan
kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);

Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1273);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2k
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun




(2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian
Penduduk,  Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya
dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
Dinas.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak

(PPA) pada wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempt an dan

anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus

dan masalah lainnya di Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok:

(1) Menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau
kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;

(2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
tingkat Kota Palangka Raya,

(3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan standar pelayanan bidang Perlindungan perempuan dan
Anak (PPA);

(4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPAj);

(5) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait;

(6) Melaksanakan koordinasi dengan Perlindungan Perempuan dan Anak
(PPA) Provinsi kalimantan Tengah; dan

(7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perempuan dan Anak (PPA) pada

wilayah Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyusunan kebijakan teknis opersional pengelolaan Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) Kota Palangka Raya;,

(2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);

(3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);

Pelayanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;

Pelayanan perndampingan hukum,;

Pelayanan pendampingan psikologis;

Pelayanan pendampingan bimbingan rohani;

Pelayanan perlindungan khusus;

Pelayanan mediasi terkait kasus anak;

0) Pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang

membahayakan diri dan jiwa,

(11) Pelayanan rujukan bagi perempuan dan anak untuk memberikan layanan

lanjutan;
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(12) Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pengendalian penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya;

(13) Pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan

(14) Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas.

BAB VI
URAIAN TUGAS

Pasel 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan

Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Palangka Raya mempunyai tugas:

(1) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA);

(2) menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan
agar memedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

(3) menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Perlindungan
Perempuan dan Anak (FPA);

(4) memeriksa dan mermberi paraf draft Surat Keputusan dan dokumen lain
yang telah dikonsep terkait urusan;

(5) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

(6) melakukan pembinaan kesepakatan, institusi, pengendalian perduduk,
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

(7) melaksanakan kerjasama dengan organisasi terkait dikecamatan
mencatat laporan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan
hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
tugas,

(8) merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian
Prestasi Kerja intern,;

(9) mengoordinir laporan pelaksanaan tugas (UPTD) Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA);

(10) memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan “irusan administrasi
keuangan Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana
prasarana, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
UPTD;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian tata
usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
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c. menyelia tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi
keuangan, Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana
prasarana, kearsipan UPTD;

d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi
keuangan, Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana
prasarana, kearsipan UPTD;

e. menilai prestasi keria bawahan lingkungan sub bagian tata usaha
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan
peningkatan karir;

f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan; dan

g melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai
dengan bidang tugas;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

mengelola urusan umum;

mengelola urusan keuangan;

mengelola urusan perlengkapan; dan

mengelola urusan rumah tangga.

RO Tp

Pasal 9
Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya
adalah Psikolog Klinis;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi:
a. melaksanakan assessment dengan melaksanakan observasi,
wawancara lanjutan dan psikotes tingkat sedang;
b. melaksanakan pendampingan psikologis klien kelembagaan layanan
lain/mitra UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
Kelompok Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (U PTD)
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku teritang nomenklatur
jabatan pelaksana.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan
fungsi UPTD disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangar.
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Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah,
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas
umum Penyelenggaraan Negara.

Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengawasi, memimpin,
mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi
pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan
Perundang-Undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan
tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing
setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam hal pimpinan satuan organisasi UPTD berhalangan maka tugas
pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan
organisasi setingkat di bawahnya.

BAB VIII
XEPEGAWAIAN

Pasal 11
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan
dan Anak, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional
dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh
Walikota atas vsulan Sekretaris Daerah; -
Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti
standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang
ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala
Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b; dan
Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah
dilakukan oleh Walikcta sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan
Jnit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak diangkat
dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

(1)

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatar: dan Belanja Daerah Provinsi, dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta
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sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

(2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) pada Dinas yvang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah
dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka

Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Oktober 2020
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Cktobexr 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

i
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HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 47
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